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PRAKTEK PENYUSUNAN 

RENCANA AKSI RB SKPD

Meita Ahadiyati K



KOMPONEN PROSES REFORMASI 

BIROKRASI 

Tatalaksana (5)

• Sistem, proses dan prosedur kerja 
yang jelas, efektif, efisien, terukur 
dan sesuai prinsip-prinsip good 
governance

Sumber Daya Manusia 
Aparatur (15)

• SDM aparatur yang berintegritas, 
netral, kompeten, capable, 
profesional, berkinerja tinggi dan 
sejahtera

Pengawasan (12)

•Meningkatnya penyelenggaraan 
pemerintahan yang bebas KKN

Akuntabilitas (6)

•Meningkatnya kapasitas dan 
kapabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan publik (6)

•Pelayanan prima sesuai 
kebutuhan dan harapan 
masyarakat

Mindset dan cultural Set 
Aparatur (5)

•Birokrasi dengan integritas dan 
kinerja yang tinggi

Peraturan perundangan (5)

•Perundangan yang harmonis dan
tidak tumpang tindih

Penataan Organisasi (6)

• Struktur organisasi yang tepat
fungsi dan tepat ukuran



Area Perubahan dan Hasil yang diharapkan

MENTAL 
APARATUR

PENGAWASAN

AKUNTABILITAS



KELEMBAGAAN

TATA LAKSANA



SUMBER 
DAYA 

MANUSIA 
APARATUR 

SIPIL 
NEGARA

PERATURAN 
PERUNDANG 
UNDANGAN

PELAYANAN 
PUBLIK



ROAD MAP REFORMASI 

BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

• Road Map 

Rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang 
menggambarkan pelaksanaan reformasi 
birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 
mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi 
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan 
penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam 
pelaksanaan reformasi birokrasi.



Rencana Aksi RB

• Operasionalisasi reformasi birokrasi secara terstruktur dan 
terukur sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi 
birokrasi

• Merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk 
melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi 

• Perencanaan dalam bentuk pogram kegiatan pembaharuan 
secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan

• Berisi detail seluruh program, kegiatan, sub kegiatan, 
tahapan/aktivitas, target-target, perkiraan waktu
penyelesaian, penanggung jawab, dan sumber daya
(keuangan dan manusia) yang dibutuhkan untuk
mengerjakannya

• Sebagai sebagai acuan bagi SKPD dalam pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi



Prinsip-Prinsip Penyusunan 

Rencana Aksi

• Spesifik

• Terukur

• Dapat dicapai

• Realistis

• Memiliki kerangka waktu yang nyata 

(time-bound)





Penyusunan Rencana Aksi

• Penyusunan Rencana Aksi dilakukan dengan 
berbagai acuan sebagaimana telah ditetapkan 
dalam masing-masing area perubahan 

• Merujuk pada fokus delapan area perubahan



Keterkaitan RAD Reformasi Birokrasi

SKPD dengan dokumen perencanaan

lainnya

• RPJMN

• RPJMD

• Roadmap RB Nasional

• Roadmap RB Pemerintah Daerah (Peraturan 
Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015)

• Renstra 



Sistematika RAD 

Reformasi Birokrasi

• Pendahuluan

• Kondisi Birokrasi Pemerintah Daerah

• Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Daerah

• Rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi



Alat bantu Identifikasi

Kondisi Umum 

Sasaran 
Reformasi 
Birokrasi 

Hal-hal yang 
sudah 
dicapai/baik 

Hal-hal yang 
perlu diperbaiki 
(Masalah) 

Harapan 
pemangku 
kepentingan/ 
Capaian yang 
diinginkan

Merujuk pada 
hasil Evaluasi 
Pelaksanaan RB

Merujuk pada 
hasil Evaluasi 
Pelaksanaan RB



Alat Bantu Identifikasi Jenis 

Pelayanan Yang Menjadi 

Prioritas Daerah

Sektor Jenis Layanan Penanggungjawab Prioritas



15

KONDISI
(Pengungkit dan Hasil 

RB)

HARAPAN
(Pengungkit dan Hasil 

RB)

GAP

RENCANA 
AKSI

PELAKSANAAN 
RB

MONITORING DAN 
EVALUASI RB

<<< FEED BACK

Framework 

Penyusunan Rencana Aksi







Fokus Perubahan (1)

• Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan
Daerah

fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah
terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi.
Fokus perubahan ini bersifat generik, artinya
menjadi permasalahan umum yang harus
dipecahkan bersama oleh pemerintah daerah dan
lebih banyak menyangkut perubahan yang perlu
dilakukan secara internal oleh pemerintah daerah
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Fokus Perubahan (2)

• Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang 
sudah baik/maju,yaituprioritasyang ditujukan 
untuk memelihara atau bahkan meningkatkan 
hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak 
terjadi kemunduran 
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Fokus Perubahan (3)

• Prioritas peningkatan kualitas pelayanan,yaitu prioritas
yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor
tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat. 
Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu: 
1. Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka

waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya;

2. Quick Wins, yaitu fokus perubahan yang dengan cepat: dapat dilakukan
perubahannya; dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun; 
merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh
masyarakat/pemangku kepentingan (stakeholders); dan perubahan yang 
dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, 
sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang
dilakukan oleh pemerintah daerah; 
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Fokus Perubahan (4)

• Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, 
yaitu penentuan satu unit tertentu yang 
melaksanakan reformasi birokrasi secara
menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja
lainnya. 
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Fokus Perubahan (5)

• Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD), yaitu fokus perubahan yang menjadi 
prioritas masing-masing SKPD. Fokus 
perubahan yang menjadi prioritas SKPD dapat 
pula menjadi prioritas daerah, jika fokus 
perubahan ini sudah dipilih dalam prioritas 
daerah. 
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Upaya Percepatan
Manajemen Perubahan

• Pembentukan  tim manajemen perubahan 
Pemda  

• Penyusunan strategi manajemen perubahan 
dan strategi komunikasi Pemda  

• Sosialisasi dan internalisasi manajemen 
perubahan dalam rangka reformasi birokrasi



Upaya Percepatan
Penataan Peraturan Perundang-undangan

• Penataan berbagai peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh 
Pemda, termasuk didalamnya penataan 
peraturan perundang-undangan sebagai 
langkah yang harus dilakukan untuk 
melaksanakan program-program reformasi 
birokrasi yang lainnya.



Upaya Percepatan
Penataan dan Penguatan Organisasi

• Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemerintah 
Daerah 

• Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural 
Eselon III, IV dan V pada Unsur Pelaksana dan 
Penunjang

• Penguatan unit kerja yang menangani 
organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, 
kepegawaian dan diklat



Upaya Percepatan
Penataan Tatalaksana

• Pengembangan E-Office (pengembangan Website, E-
Administrasi Umum/ Manajemen Dokumen Elektronik (E-
Arsip), Administrasi Keuangan Elektronik/Sistem Keuangan 
Elektronik, dan Administrasi Kepegawaian Elektronik/Simpeg)

• PengembanganE-Planning

• PengembanganE-Budgeting 

• PengembanganE-Procurement

• PengembanganE-Performance (SAKIP)

• Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan

• Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

• Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada

• Efisiensi Perjalanan Dinas.



Upaya Percepatan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

• Analisis & Pemetaan Jabatan di Pemda 
• PenerapanMinus Growth (Penerimaan<Jumlah PNS 

Pensiun setiaptahun) 
• Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai  
• Monev Redistribusi/Realokasi PNS 
• Penerapan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela  
• Penerapan seleksi CPNS melalui Penggunaan Computer 

Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS 
• Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan, 

Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional



Upaya Percepatan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

• Penerapan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka 

• Penetapan Standar Kompetensi

• Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi 

• Penerapan Diklat PNS Berbasis Kompetensi 

• Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri m. Sertifikasi Kompetensi 
Profesi 

• Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik 

• Pengukuran Kinerja Individu 

• Penguatan Jabatan Fungsional melalui: Penambahan jumlah, Penetapan 
Pola Karier, Peningkatan Kemampuan, dan Peningkatan Tunjangan



Upaya Percepatan
Penguatan Pengawasan

• Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada 
Pemda 

• Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 
sebagai Quality Assurance dan consulting 

• Pelaporan Harta Kekayaan PNS

• Whistle Blower System 

• Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP 

• Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi 

• Pengendalian gratifikasi



Upaya Percepatan
Penguatan Akuntabilitas Kinerja

• Penandatanganan Pakta Integritas 

• Keterbukaan Informasi Publik 

• Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan 
Keuangan dari Instansi Pemerintah



Upaya Percepatan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

• Deregulasi Perizinan Usaha 
• Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui: 

1) Penetapan dan Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan

2) Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh
K/L dan Pemda

3) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 4) Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat  

• Pembatasan Waktu Pengurusan Izin, Kejelasan Biaya dan Persyaratan
Perizinan

• Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





Sumber : http://www.confideo.co.uk/services/implementation



Menentukan Permasalahan

dan Kegiatan

Area Perubahan 
Prioritas

Permasalahan Sasaran 
Perubahan 

Kegiatan



Form Rencana Aksi

Program/
Kegiatan/

Sub 
Kegiatan

Indikator 
dan Target

Tahapan/
Aktivitas

Perkiraan 
Waktu 
Penyelesaian
(Breakdown 
ke dalam 
bulan)

Penanggung
jawab

Anggaran





Pelaksanaan Rencana Aksi

• Pelaksanaan Rencana Aksi

Setelah direncanakan, harus dilaksanakan 
sesuai dengan rencana, serta dimonitor dan 
dievaluasi secara ebrkala, dan terus menerus, 
dan jika ditemukan penyimpangan taerhadap 
target-target maka cepat dilakukan 
penyesuaian



Hasil Evaluasi RB Kota Malang
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SKOR RB KOTA MALANG (berdasarkan Hasil Evaluasi Kemenpan dan RB)

No Komponen Penilaian

Nilai Maks 2015 2016

Nilai

Capaian

% Capaian Nilai Capaian % Capaian

A Pengungkit

1 Manajemen Perubahan 5.00 2,88 57.60% 2,90 58.00%

2 Penataan Peraturan Perundangan-undangan 5.00 1,66 33.20% 2,09 41.80%

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6.00 2,49 41.50% 1,50 25.00%
4 Penataan Tatalaksana 5.00 3,17 63.40% 3,43 68.60%
5 Penataan Sistem Manajeman SDM 15.00 7,05 47.00% 7,06 47.07%
6 Penguatan Akuntabilitas 6.00 3,33 55.50% 3,58 59.67%
7 Penguatan Pengawasan 12.00 4,89 40.75% 6,28 52.33%
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6.00 4,71 78.50% 4,95 82.50%

Sub Total Komponen Pengungkit (A) 60.00 30,18 50.30% 31,79 52.98%

B Hasil

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 8,67 61.93%

2 Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,95 82.50%

3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 5,79 82.71%

4 Opini BPK 3,00 3 100%

5 Survei Ekternal Pelayanan Publik 10,00 7,91 79.10%

Sub Total Komponen Hasil (B) 40,00 30,32 75.80%

Indeks Reformasi Birokrasi (A + B) 100,00 50,30 62,11 62%



Pola Pikir dan Budaya Kerja

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individu
Total Nilai

Terbentuknya tim 

manajemen 

perubahan

40% Tim Pengelola 

Manajemen Perubahan 

telah dibentuk

sudah ada tim 

manajemen 

manajemen perubahan 

yang melaksanakan 

fungsi

Desain Teknis 

Manajemen Perubahan

50% 30 15

Adanya role model 

sebagai agen 

perubahan sesuai 

dengan nilai-nilai yang 

telah ditetapkan 

organisasi

adanya role model dari 

tingkat daerah sampai 

dengan tingkat satuan 

kerja

Sedang dalam proses 

penyusunan

50% 25 12.5

Tersusunnya 

strategi 

manajemen 

perubahan

30% Tersedianya dokumen 

perencanaan 

manajemen perubahan 

(RB) jangka menengah 

dan rencana kerja 

tahunan

adanya dokumen 

perecanaan yang telah 

ditetapkan

Draft sudah 

ditandatangani/ditetapk

an

40% 100 40

Tersusunnya kode 

etik/aturan perilaku 

pegawai

Apakah ada kode 

etik/aturan perilaku 

pegawai

Ada kode etik dan 

ditetapkan

30% 100 30

Apakah kode 

etik/aturan perilaku 

pegawai 

disosialisasikan kepada 

pegawai

Sudah disosialisasikan 

kepada seluruh 

pegawai

30% 100 30

Tersusunnya 

strategi 

30% Tersusunnya strategi 

dan rencana kegiatan 

Apakah ada strategi 

pelaksanaan dan 

Ada dokumen strategi 

komunikasi 

30% 50 15



Pola Pikir dan Budaya Kerja
Indikator Bobot Parameter 

Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individu
Total Nilai

Tersusunnya 

strategi 

komunikasi 

manajemen 

perubahan

30% Tersusunnya strategi 

dan rencana kegiatan 

komunikasi mulai dari 

perencanaan sampai 

dengan pelaporan 

(action plan reformasi 

birokrasi)

Apakah ada strategi 

pelaksanaan dan 

jadwal kegiatan 

komunikasi dan 

informasi

Ada dokumen strategi 

komunikasi 

pelaksanaan road 

map/work plan

30% 50 15

Apakah ada realisasi 

kegiatan komunikasi 

yang terjadwal

Jadwal komunikasi, 

tidak terlaksana

30% 25 7.5

Adanya komunikasi 

yang efektif terhadap 

program reformasi 

birokrasi

apakah alat komunikasi 

efektif 

menginformasikan hal-

hal penting kepada 

seluruh pegawai

Penilaian 

berdasarkan hasil 

survei

40% 0 0

terbangunya 

komitmen, 

partisipasi dan 

perubahan 

perilaku yang 

diinginkan

100% Terwujudnya komitmen 

pimpinan dan pegawai 

dalam melaksanakan 

reformasi birokrasi

meningkatnya perilaku 

pegawai dalam 

melaksanakan tugas sesuai 

amanat reformasi birokrasi

Penilaian berdasarkan hasil 

survei

30% 0 0

Meningkatnya partisipasi 

pegawai dalam 

melaksanakan reformasi 

birokrasi

meningkatnya indeks 

persepsi terhadap 

partisipasi pegawai dalam 

pelaksanaan reformasi 

birokrasi

Penilaian berdasarkan hasil 

survei

30% 0 0

Ditindaklanjuti hasil 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan reformasi 

birokrasi

tindak lanjut atas hasil 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan reformasi 

birokrasi

Dibawah 20% 40% 0 0



Pola Pikir dan Budaya Kerja
Indikator Bobot Parameter 

Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individu
Total Nilai

adanya analisis 

resiko dan 

komunikasi 

kepada seluruh 

staf untuk 

mengurangi 

tingkat 

kegagalan dan 

meningkatkan 

kepuasan 

pegawai

100% Adanya analisis 

resiko terhadap 

area-area kritis yang 

resisten terhadap 

perubahan

adanya area kritis 

yang resisten 

terhadap perubahan 

dan peta resiko 

organisasi dan resiko 

operasional

Daftar area kritis 

yang resisten 

terhadap perubahan

40% 0 0

Peta resiko 

organisasi dan resiko 

operasional

0

Adanya komunikasi 

kepada seluruh staf 

terhadap area-area 

kritis yang resisten 

terhadap perubahan 

dari peta resiko

persentase personil 

yang mendapat 

informasi

Belum dilakukan 

sosialisasi

30% 0 0

Tingkat kepuasan 

pegawai terhadap 

hasil pelaksanaan 

reformasi birokrasi

bagaimana kepuasan 

pegawai terhadap 

organisasi yang 

bersangkutan

Penilaian 

berdasarkan hasil 

survei

30% 0 0



Penataan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Bobot Parameter 

Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individu
Total Nilai

Adanya 

SOP/pedoman 

penyusunan 

peraturan perundang-

undangan Daerah

10% Tidak didukung SOP 0 0

SOP mengakomodir 

langkah penyusunan 

peraturan perundang-

undangan Daerah 

yang tepat

30% spesifikasi dan substansi 

kejelasan tujuan, 

kesesuaian materi muatan, 

kejelasan rumusan, 

keterbukaan

Dalam pedoman/SOP 

sudah ada langkah-langkah 

spesifik dan telah dilakukan 

uji publik/internal dahulu

SOP tidak mengakomodir 

semuanya

100% 0 0

Pelaksanaan proses 

pengkajian dan 

penyusunan 

peraturan telah 

didukung routing 

slip/laporan/simpulan

30% Hasil proses 

pengkajian/penyusunan 

peraturan yang didukung 

routing slip/laporan

Hasil kajian legal drafting 

yang menegaskan 

keyakinan tidak adanya 

tumpang tindih

tidak ada penegasan yang 

tersirat bahwa materi 

muatan tidak tumpang tindih

100% 0 0

Telah dilakukan 

pemetaan atas 

peraturan perundang-

undangan Daerah 

yang diidentifikasi 

tumpang tindih, 

disharmonis, serta 

multi tafsir

30% Hasil analisis/evaluasi atau 

pemetaan atas peraturan 

perundang-undangan yang 

telah terbit untuk identifikasi 

potensi tumpang tindih

Adanya hasil 

analisis/evaluasi atau 

pemetaan atas peraturan 

perundang-undangan yang 

telah terbit untuk identifikasi 

potensi tumpang 

tindih,disharmonis, serta 

multi tafsir

ada identifikasi dalam 

periode lebih dari 1 (satu) 

tahun terakhir

100% 25 7.5



Penataan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Bobot Parameter 

Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individu
Total Nilai

arsip dan indeks 

peraturan telah 

dikelola secara tertib, 

lengkap dan 

informatif

100% Peraturan perundang-

undangan telah dimutakhir 

secara lengkap 

diklasifikasikan dan 

diadministrasikan dengan 

baik

Dibuat indeks peraturan 

yang lengkap dalam sistem 

informasi database yang 

mudah dan informasi 

(antara lain melalui website)

ada aplikasi/daftar indeks 

peraturan yang lengkap, 

mudah dan informatif

50% 100 50

Arsip hardcopy/softcopy

laporan hasil analisis/kajian 

terpadu

Penyimpanan file atau 

hardcopy tersimpan lengkap 

dan terintegrasi

10% 100 10

Pendokumentasian 

peraturan secara tertib 

termasuk hasil forum 

pembinaan jaringan 

dokumentasi dan informasi 

hukum

File atau hardcopy

peraturan terdokumentasi 

lengkap dan tertib

10% 100 10

Peraturan perundang-

undangan telah 

disampaikan kepada 

pegawai dan stakehoder 

secara memadai

Daftar peraturan telah 

dibuat dan didistribusikan 

secara memadai

Dibuat daftar peraturan dan 

telah didistribusikan dan 

disosialisasikan secara 

memadai

10% 100 10

Ada mekanisme formal 

tindak lanjut

pengaduan/masukan

peraturan yang bermasalah

Tidak ada mekanisme 20% 0 0



Penataan dan Penguatan Organisasi

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individu
Total Nilai

Struktur organisasi 

dengan pembagian 

tugas dan fungsi 

yang jelas dan tidak 

tumpang tindih

50% Terlaksananya evaluasi 

tumpang tindih tugas 

dan fungsi SKPD

Tersedianya dokumen 

hasil evaluasi tumpang 

tindih kelembagaan 

internal SKPD yang 

ditindaklanjuti

Laporan hasil evaluasi tumpang tindih 

tugas dan fungsi kelembagaan internal 

SKPD menginformasikan hasil evaluasi 

atas tugas dan fungsi yang ada, secara 

memadai dan telah disampaikan untuk 

ditindaklanjuti oleh pihak yang 

berwenang (secara berjenjang)

60% 100 60

Terlaksananya evaluasi 

tumpang tindih rencana 

kerja tahunan SKPD

tersedianya dokumen 

hasil evaluasi tumpang 

tindih rencana kerja 

tahunan SKPD

Laporan hasil evaluasi tumpang tindih 

RKT SKPD menginformasikan hasil 

evaluasi atas RKT yang ada secara 

memadai dan telah disampaikan untuk 

ditindaklanjuti oleh pihak yang 

berwenang (secara berjenjang)

40% 100 40

Terbentuknya 

organisasi dengan 

ukuran yang tepat 

(right size)

50% Terlaksananya kajian 

pengembangan/peramp

ingan organisasi yang 

tepat fungsi tepat 

ukuran (right size)

Tersedianya dokumen 

hasil kajian 

pengembangan/ 

perampingan organisasi 

organisasi yang tepat 

fungsi tepat ukuran 

(right size) oleh pihak 

yang berwenang

Laporan hasil kajian 

pengembangan/perampingan organisasi 

menginformasikan secara memadai 

namun belum/tidak ditindaklanjuti

100% 50 50

Struktur organisasi 

dengan pembagian 

tugas dan fungsi 

yang jelas dan tidak 

tumpang tindih

50% Terlaksananya evaluasi 

tumpang tindih tugas 

dan fungsi SKPD

Tersedianya dokumen 

hasil evaluasi tumpang 

tindih kelembagaan 

internal SKPD yang 

ditindaklanjuti

Laporan hasil evaluasi tumpang tindih 

tugas dan fungsi kelembagaan internal 

SKPD menginformasikan hasil evaluasi 

atas tugas dan fungsi yang ada, secara 

memadai dan telah disampaikan untuk 

ditindaklanjuti oleh pihak yang 

berwenang (secara berjenjang)

60% 100 60



Penataan dan Penguatan Organisasi

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individu
Total Nilai

Terbentuknya Satuan 

Kerja yang 

menangani 

kepegawaian, 

kehumasan dan 

Diklat

60% Memiliki informasi 

formasi dan kompetensi 

pegawai yang 

diperlukan serta dapat 

memenuhi kebutuhan 

tersebut

Adanya sistem 

informasi kepegawaian 

yang handal dan telah 

dilakukan upaya 

pemenuhan kebutuhan 

pegawai baik formasi 

maupun kompetensinya

Terdapat manual komputerisasi 

pengolahan data pegawai, update dan 

dapat difungsikan

35% 40 14

Setiap tahun terdapat laporan formasi 

(kebutuhan) pegawai yang memadai

30 10.5

Terdapat laporan pemenuhan pegawai 

namun belum memadai

15 5.25

Tersedianya unit kerja 

yang melayani 

kehumasan

Unit kerja kehumasan 

berfungsi dengan baik

Terdapat laporan bulanan/tahunan 

kegiatan unit kehumasan

25% 25 6.25



Penataan dan Penguatan Organisasi

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot

Nilai

Individu
Total Nilai

Terselenggara

nya 

koordinasi 

antar unit 

organisasi

40% Terdapat

perencanaan dan

implementasi

koordinasi antar unit 

organisasi

Tersedianya dokumen

perencanaan koordinasi

antar unit organisasi

internal Pemerintah

Daerah

Dokumen perencanaan 

koordinasi menetapkan 

tujuan/sasaran koordinasi

30% 0 0

Penetapan waktu pelaksanaan 

koordinasi

0 0

Penetapan anggaran 0 0

Penetapan unit kerja yang terlibat 

dalam koordinasi

0 0

Adanya mekanisme kerja 

antar unit organisasi 

(implementasi 

koordinasi)

Tidak terdapat laporan hasil 

pelaksanaan koordinasi antar unit 

organisasi internal

35% 0 0

Terlaksananya 

monitoring dan 

evaluasi dan tindak 

lanjut atas 

kendala/hambatan 

dalam pelaksanaan 

koordinasi antar unit 

organisasi

Adanya monitoring dan 

evaluasi dan tindak lanjut 

atas 

permasalahan/kendala 

dalam pelaksanaan 

koordinasi antar unit 

organisasi

Tidak terdapat laporan hasil 

monev dan tindak lanjut atas 

kendala/hambatan koordinasi 

antar unit organisasi internal 

Pemerintah Daerah

35% 0 0



Penataan Tatalaksana
Indikator Bobot Parameter 

Pemenuhan (Proksi

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai

Individu

Total

Nilai

Terbangunnya

manajemen

pemerintahan

berbasis

Teknologi

Informasi

100% Terbentuknya komitmen 

terhadap 

penyelenggaraan 

manajemen berbasis 

teknologi informasi

Telah menyusun grand design

pengembangan teknologi

informasi

Tidak ada grand design pengembangan

teknologi informasi

40% 0 0

Tingkat implementasi 

penggunaan teknologi 

informasi terhadap standar

Persentase implementasi 30% 30% 30 9

Telah melakukan evaluasi 

atas ketaatan terhadap grand 

design

Tidak ada laporan hasil evaluasi atas 

ketaatan terhadap grand design

30% 0 0

Terlaksananya

seluruh tugas

dan fungsi sesuai

prosedur kerja

yang telah

diformalkan

100% Tingkat pemenuhan 

kebutuhan SOP 

tehadap uraian 

jabatannya dan 

implementasinya

Persentase SOP yang ada 

dibandingkan dengan yang 

seharusnya ada berdasarkan 

uraian jabatan/tupoksi

≤ 70% (sama dengan dan lebih kecil 

dari tujuh puluh persen)

20% 25 5

Persentase SOP yang 

diimplementasikan 

dibandingkan dengan jumlah 

SOP yang seharusnya ada

≤ 70% (sama dengan dan lebih kecil 

dari tujuh puluh persen)

20% 25 5

Tingkat harmonisasi 

SOP antar unit 

kerja/bagian di 

Pemerintah Daerah

Telah menyusun pedoman 

evaluasi SOP

Tidak ada pedoman evaluasi SOP 20% 0 0

Telah malakukan 

analisis/evaluasi terhadap 

harmonisasi dan kelengkapan 

SOP

Telah dilakukan tetapi belum final 20% 50 10

Tindak lanjut hasil evaluasi

telah dilakukan

Sebagian kecil telah ditindak lanjuti 20% 50 10



Penataan Tatalaksana

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individu

Total

Nilai

Terbangunnya 

Indikator 

Kinerja Utama 

(IKU) yang 

selaras dengan 

RPJMD Kota 

Malang

100% Tingkat keselarasan

pengembangan IKU 

dengan strategi yang 

ditetapkan

Persentase IKU yang ada

dibandingkan dengan

strategi Pemerintah

Daerah

Jumlah IKU yang selaras dengan 

strategi 

100% 41 41



Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individu

Total

Nilai

Pengelolaan 

SDM telah 

mengacu pada 

ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan

100% Pengelolaan SDM 

telah mengacu pada

peta, uraian jabatan, 

peringkat jabatan

(job grading) dan

harga jabatan (job 

pricing) yang sesuai

dengan tujuan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Peta dan uraian jabatan 

telah disusun

adanya dokumen peta dan uraian 

jabatan

30% 100 30

Setiap pegawai memiliki 

jabatan sesuai dengan 

kualifikasi dari jabatannya

laporan kesesuaian job placement 40% 0 0

Peringkat jabatan (job 

grading) dan harga jabatan 

(job pricing) telah disusun 

sesuai dengan risiko dan 

beban kerja dari masing-

masing jabatan

adanya Keputusan Walikota

tentang peringkat jabatan dan

harga jabatan

30% 100 30



Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 

Variabel 

Pengukuran 
Bobot 

Nilai 

Individu

Total

Nilai

Terbangunnya 

sistem 

rekrutmen 

pegawai yang 

terbuka, 

transparan, 

akuntabel

50% Kebijakan rekrutmen 

yang dilengkapi 

dengan instrumen 

implementasi

Terdapat Keputusan Walikota 

tentang rekrutmen (SK Panitia 

Rekrutmen)

Tidak ada 15% 0 0

Pengukuran didasarkan capaian 

pemenuhan :

Tidak ada 15% 0 0

Dokumen sudah merupakan 

Keputusan Walikota (100)

Draft final (75)

Draft awal (50)

Proses memulai (25)

Tidak ada (0)



Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 

Variabel 

Pengukuran 
Bobot 

Nilai 

Individ

u

Total

Nilai

Rekrutmen pegawai 

dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan 

yang berlaku

Terdapat pengumuman penerimaan 

pegawai yang sesuai dengan 

ketentuan

Tidak laporan

pemuatan media

14% 0 0

Kesesuaian rekrutmen dengan 

formasi yang tersedia

Tidak ada laporan 

rekruitmen pegawai

14% 0 0

Tahapan dalam proses rekrutmen 

telah sesuai dengan rencana 

kerjanya

Tidak ada laporan 

evaluasi rekruitmen

21% 0 0

Proses rekrutmen dirancang untuk

menghindari KKN

Tidak dilakukan 

survei

21% 0 0



Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi

Parameter) 

Variabel

Pengukuran
Bobot 

Nilai 

Individu

Total

Nilai

Pola karier 

pegawai, 

mutasi dan 

promosi telah 

disusun dan 

dilaksanakan 

dengan 

transparan

50% Pola karier pegawai, 

mutasi dan promosi 

telah disusun dan 

dilaksanakan dengan 

transparan

Terdapat pola karier pegawai Dokumen pola 

karier belum 

disusun

15% 0 0

Setiap pegawai memahami 

mengenai pola karier pegawai

Sosialisasi pola 

karier belum 

dilaksanakan

15% 0 0

Pola karier pegawai dilaksanakan 

sesuai dengan rencana

Laporan evaluasi 

pola karier belum 

disusun

20% 0 0

Terdapat pola mutasi dan promosi Dokumen pola 

mutasi dan promosi 

belum disusun

10% 0 0



Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi

Parameter) 

Variabel 

Pengukuran 
Bobot 

Nilai 

Individu

Total

Nilai

Penerapan 

Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 53 

Tahun 2010 

tentang Disiplin 

PNS

100% Sosialisasi dan 

penerapan atas 

Peraturan 

Pemerintah Nomor 

53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS 

telah dilakukan 

kepada seluruh 

pegawai

Sosialisasi terjadwal Ada laporan hasil 

sosialisasi 

Peraturan 

Pemerintah Nomor 

53 Tahun 2010

15% 100 15

Sosialisasi didokumentasikan Notulen sosialisasi 

tersedia

20% 100 20

Sosialisasi melingkupi seluruh 

pegawai

Daftar hadir 

sosialisasi tersedia

15% 100 15

Penerapan disiplin PNS yang 

tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Dokumen laporan 

tersedia

50% 100 50



Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot

Nilai

Individu

Total

Nilai

Tersedianya

data pegawai

yang mutakhir

dan akurat

50% Pembangunan/ 

pengembangan 

database pegawai 

sesuai dengan tujuan 

instansi

Terdapat sistem informasi 

kepegawaian yang terpadu

Dokumen sistem informasi 

kepegawaian secara terpadu 

tersedia

25% 100 25

Pembangunan sistem 

informasi kepegawaian 

dilakukan berdasarkan 

perencanaan yang baik

Dokumen pengembangan 

sistem tersedia

25% 100 25

Database pegawai 

dapat digunakan 

dalam pengambilan 

keputusan

Database disusun dengan 

akurat dan up to date

Database disusun dengan 

akurat dan up to date

30% 100 30

Pengambilan keputusan 

baik yang terkait dengan 

SDM maupun lainnya 

memanfaatkan database 

kepegawaian

Notulen rapat pimpinan tidak 

disusun

20% 0 0



Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individ

u

Total

Nilai

Tersedianya 

dokumen Standar 

Kompetensi 

Jabatan (SKJ)

30% Terdapat dokumen

Standar Kompetensi

Jabatan (SKJ)

Dokumen Standar Kompetensi 

Jabatan (SKJ)

Tersedia Keputusan Walikota tentang 

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

50% 100 50

Pengangkatan pejabat 

untuk jabatan tertentu 

sesuai dengan Standar 

Kompetensi Jabatan 

(SKJ)

Dokumen kepegawaian dan 

notulen rapat baperjakat

Belum pernah dilaksanakan evaluasi 

terhadap dokumen kepegawaian 

notulen baperjakat

50% 0 0

Tersedianya peta 

profil kompetensi 

individu

30% Terdapat unit organisasi 

atau kerjasama dengan 

pihak lain yang 

melakukan fungsi 

assessment center

Unit organisasi atau perjanjian 

kerjasama dengan pihak lain 

yang melakukan fungsi 

assessment center

Assessment center pada Pemerintah 

Kota Malang belum terbentuk

40% 0 0

Terbangunnya 

sistem dan 

proses 

pendidikan dan 

pelatihan 

pegawai berbasis 

kompetensi

40% Terdapat kebijakan 

sebagai pedoman 

pelaksanaan diklat 

pegawai berbasis 

kompetensi

Kebijakan pendidikan dan 

pelatihan bagi pegawai

Belum tersusunnya 

ketentuan/keputusan Walikota 

mengenai kebijakan pendidikan dan 

pelatihan bagi pegawai

15% 0 0

Keterkaitan pendidikan dan 

pelatihan dengan pembinaan 

karier dan kinerja

Pendidikan dan pelatihan pegawai 

pada Pemerintah Kota Malang belum 

digunakan sebagai dasar pembinaan 

karier dan kinerja pegawai

15% 0 0

Penerapan sistem 

pendidikan dan 

pelatihan yang sudah 

dibakukan

Sistem training dan development

sudah sesuai dengan kebutuhan 

organisasi

Pola pendidikan dan pelatihan 

kepegawaian pada Pemerintah Kota 

Malang belum tersusun

35% 0 0

Sistem pendidikan dan pelatihan 

sudah sesuai kompetensi 

pegawai

Laporan berkala pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan tersedia

35% 50 17.5



Penguatan Pengawasan
Indikator Bobot Parameter 

Pemenuhan (Proksi

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai

Individu

Total

Nilai

Kegiatan 

perencanaan, 

pelaksaan dan 

pertanggungjawab

an keuangan 

daerah sesuai 

dengan aturan 

yang berlaku

35% Adanya rencana kerja 

dan anggaran (RKA) 

sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku

Proses penyusunan RKA pada

Pemerintah Kota Malang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Pengukuran didasarkan pada hasil

kuesioner

25% 100 25

Pelaksanan anggaran 

telah sesuai dengan 

aturan yang berlaku

Proses pelaksanaan 

pemungutan/penyetoran 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sesuai dengan ketentuan

Pengukuran didasarkan pada hasil 

kuesioner

25% 100 25

Proses pelaksanaan 

pengelolaan barang 

milik/kekayaan daerah sesuai 

dengan ketentuan

Pengukuran didasarkan pada hasil 

kuesioner

25% 50 12.5

Pertanggungjawaban 

keuangan daerah sesuai 

dengan ketentuan yang 

berlaku

Proses penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan 

ketentuan

Pengukuran didasarkan pada hasil 

kuesioner

25% 100 25

Terselenggaranya 

SPIP sesuai 

Peraturan 

Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008

35% Hasil evaluasi SPIP 

bernilai baik

Adanya Keputusan Walikota 

tentang penyelenggaraan SPIP

Keputusan telah ada 25% 100 25

Adanya satgas penyelenggara 

SPIP yang ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota

Satgas penyelenggara SPIP belum 

dibentuk

25% 0 0

Tingkat nilai hasil evaluasi SPIP Hasil evaluasi SPIP sangat kurang 50% 0 0



Penguatan Pengawasan
Indikator Bobot Parameter 

Pemenuhan (Proksi

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individu

Total

Nilai

Meningkatnya 

peran APIP dalam 

mendorong 

Pemerintah Kota 

Malang 

meningkatkan 

kepatuhan atas 

pengelolaan 

keuangan daerah

30% adanya kegiatan 

assurance (monev dan 

compliance audit) dan 

consulting (sosialisasi, 

bimtek) tentang 

pelaksanaan pengelolaan 

keuangan

Peningkatan jumlah kegiatan 

consulting (sosialisasi, bimtek) 

tentang pelaksanaan 

pengelolaan keuangan

Jumlah kegiatan consulting meningkat 

dibanding tahun sebelumnya

50% 100 50

Peningkatan jumlah assurance

(monev dan compliance audit) 

tentang pelaksanaan 

pengelolaan keuangan

Jumlah kegiatan  assurance meningkat 

dibanding tahun sebelumnya

50% 100 50

Pelaksanaan 

anggaran telah 

sesuai dengan 

rencana

100% Output yang dihasilkan 

telah dimanfaatkan

Persentase pemanfaatan output 

belanja modal

Pemanfaatan output belanja modal diatas 

90%

30% 100 30

Realisasi pendapatan 

dan belanja daerah 

sesuai dengan target 

kerja dan anggaran 

SKPD

Persentase penyerapan 

anggaran

Persentase penyerapan anggaran diatas 

80% s.d. 90% 

35% 75 26.25

Realisasi pencapaian target 

penerimaan daerah

Persentase realisasi pencapaian target 

penerimaan daerah diatas 90%

35% 100 35

Peningkatan jumlah assurance

(monev dan compliance audit) 

terhadap penyusunan laporan 

keuangan

jumlah kegiatan assurance meningkat < 

100% (kurang dari seratus persen) 

dibanding tahun sebelumnya

50% 75 37.5



Penguatan Pengawasan

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individ

u

Total

Nilai

Meningkatnya 

opini BPK atau 

tetap 

dipertahankan 

opini WTP

50% Adanya peningkatan

opini BPK atau tetap

diperoleh opini WTP 

dan

ditindaklanjutinya

rekomendasi BPK

Peningkatan opini BPK opini BPK atas laporan keuangan 

Pemerintah Kota Malang 

meningkat menjadi WTP atau tetap 

WTP

50% 100 50

Sudah atau belum 

ditindaklanjutinya 

rekomendasi BPK

Jumlah rekomendasi yang telah 

ditindaklajuti diatas 75%

50% 100 50

Meningkatnya 

peran APIP 

dalam 

mendorong 

Pemerintah 

Daerah 

meningkatkan 

status opini 

laporan 

keuangan

50% adanya kegiatan 

assurance (monev 

dan compliance 

audit) dan consulting

(sosialisasi, bimtek) 

terhadap 

penyusunan laporan 

keuangan

Peningkatan jumlah 

kegiatan consulting

(sosialisasi, bimtek) 

terhadap penyusunan 

laporan keuangan

Jumlah kegiatan consulting

meningkat < 100% dibanding tahun 

sebelumnya

50% 75 37.5

Peningkatan jumlah 

assurance (monev dan 

compliance audit) 

terhadap penyusunan 

laporan keuangan

jumlah kegiatan assurance

meningkat < 100% (kurang dari 

seratus persen) dibanding tahun 

sebelumnya

50% 75 37.5



Penguatan Pengawasan

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot

Nilai 

Individu

Total

Nilai

Implementasi 

program anti 

korupsi

65% Terlaksananya

implementasi

program anti korupsi

Adanya program anti 

korupsi dan dilaksanakan

Telah ada program anti korupsi 

namun belum dilaksanakan 

sepenuhnya

60% 75 45

Terdapatnya 

kebijakan "whistle 

blowing" yang 

dijalankan dengan 

transparan dan 

konsisten

Terdapat kebijakan whistle 

blowing, diketahui dan 

dipahami oleh setiap 

pegawai, dijalankan 

dengan independen dan 

konsisten melalui 

kebijakan yang dijaga 

kerahasiaannya

Hanya 1 (satu) proksi parameter 

terpenuhi

40% 25 10

Sub Total 6.4.1 35.75

Meningkatnya

implementasi

e-Procurement

barang dan

jasa

35% semua pengadaan 

barang/jasa 

dilakukan secara 

elektronik

Pengadaan barang/jasa 

dilakukan secara 

elektronik

persentase pengadaan 

barang/jasa di atas 75% 

dilakukan secara elektronik

100% 100 100



Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator Bobot Parameter 

Pemenuhan 

(Proksi 

Parameter) 

Variabel Pengukuran Bobot 
Nilai 

Individu

Total

Nilai

adanya

Indikator 

Kinerja

Utama

(IKU) pada

Pemerintah

Kota 

Malang

100% Tercapainya 

terget 

Indikator 

Kinerja 

Utama (IKU)

Rata-rata sudah tercapai

70% 50 35

Evaluasi

periodik atas

ketercapaian

terget IKU

Telah dilakukan evaluasi

periodik atas ketercapaian

target IKU pada tahun yang 

bersangkutan

30% 40 12

Evaluasi periodik atas 

ketercapaian target IKU 

dilaporkan kepada Walikota

30 9

Hasil evaluasi periodik

dimaksud telah

ditindaklanjuti

30 9



Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Indikator Bobot Parameter 

Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individu

Total

Nilai

Terwujudnya 

sistem yang 

mampu 

mendorong 

tercapainya 

kinerja 

organisasi yang 

terukur

50% Adanya sistem manajemen 

kinerja terpadu dalam 

pelaksanan tupoksi, yang 

tercermin dengan adanya : 

RPJMD, RKPD, IKU, sistem 

pengumpulan data kinerja 

dan sistem pelaporan data 

kinerja

Terpenuhinya seluruhnya

30% 100

30

SKP disusun sebagai hasil 

cascading dari kinerja 

organisasi

sudah ditetapkan dengan keputusan 20% 100 20

Terdapatnya pusat layanan 

pengaduan masyarakat

Tidak ada pusat layanan pengaduan 

masyarakat

15% 0 0

Terdapatnya pusat layanan 

informasi berbasis web

Ada layanan informasi berbasis web 20% 100 20

Penyajian informasi (dalam 

web) sesuai dengan daftar 

informasi publik (standar 

prosedur pelayanan 

informasi) dan UU 

keterbukaan informasi publik

Sesuai sebagian 15% 50 7.5

Terdapatnya pusat layanan 

informasi sesuai UU 

keterbukaan publik (KIP) dan 

SPLI

Adanya pusat layanan informasi 10% 100 10



Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individu

Total

Nilai

Peningkatan 

kualitas laporan 

akuntabilitas

50% Kesesuaian penyajian dgn 

pedoman penyusunan 

pelaporan akuntabilitas, 

meliputi 5 komponen 

besar manajemen kinerja, 

yakni perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, 

pelaporan kinerja, evaluasi 

kinerja dan capaian kinerja

Predikat B 50% 75 37.5

Penyusunan Laporan 

BMD didukung dengan 

sistem informasi berbasis 

teknologi informasi

SAP atau SIMBADA 20% 50 10

Adanya reviu internal atas 

penyusunan Laporan BMD

Ada reviu internal 15% 100 15

Adanya tidak lanjut atas 

temuan dan rekomendasi 

reviu internal

Ditindaklanjuti sebagian 

besar

15% 75 11.25



Upaya Percepatan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individu

Total

Nilai

Terselenggaran

ya pelayanan 

publik yang 

murah/terjangk

au, pasti 

waktunya dan 

jelas prosedur 

pelayanannya

100% Adanya standar 

pelayanan dan quick 

wins pelayanan 

unggulan

Target group/pengguna 

layanan dan jenis 

kebutuhan mereka telah 

diidentifikasi

Target group/pengguna 

layanan dan jenis 

kebutuhan mereka telah 

diidentifikasi

10% 100 10

Telah ditetapkan standar 

pelayanan

Standar pelayanan telah 

ditetapkan melalui SK 

pimpinan

10% 100 10

Telah dirumuskan quick 

wins pelayanan unggulan

1%-25% 10% 25 2.5

Sosialisasi standar 

pelayanan 

(internal/eksternal)

pelaksanaan sosialisasi

standar pelayanan

(internal dan eksternal)

Sosialisasi SP telah 

dilaksanakan kepada 

seluruh jajaran internal dan 

pihak eksternal Pemerintah 

Daerah

10% 100 10



Upaya Percepatan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individ

u

Total

Nilai

Terselenggaran

ya pelayanan 

publik yang 

murah/terjangk

au, pasti 

waktunya dan 

jelas prosedur 

pelayanannya

100% Adanya standar 

pelayanan dan quick 

wins pelayanan 

unggulan

Target group/pengguna

layanan dan jenis

kebutuhan mereka telah

diidentifikasi

Target group/pengguna layanan

dan jenis kebutuhan mereka telah

diidentifikasi

10% 100 10

Telah ditetapkan standar 

pelayanan

Standar pelayanan telah ditetapkan 

melalui SK pimpinan

10% 100 10

Telah dirumuskan quick 

wins pelayanan unggulan

1%-25% 10% 25 2.5

Sosialisasi standar 

pelayanan 

(internal/eksternal)

pelaksanaan sosialisasi 

standar pelayanan 

(internal dan eksternal)

Sosialisasi SP telah dilaksanakan 

kepada seluruh jajaran internal dan 

pihak eksternal Pemerintah Daerah

10% 100 10



Upaya Percepatan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individu

Total

Nilai

Terselenggarany

a pelayanan 

publik yang 

murah/terjangkau

, pasti waktunya 

dan jelas 

prosedur 

pelayanannya

Implementasi standar 

pelayanan

Adanya rencana kerja (work

plan) kegiatan pelayanan

beserta target kinerjanya (KPI)

Terdapat rencana kerja 

kegiatan pelayanan beserta 

targetnya

10% 100 10

Adanya infrastruktur 

pendukung (sarana, 

prasarana, fasilitas) 

implementasi pelayanan

Infrastruktur pendukung 

memadai

10% 75 7.5

Adanya dukungan teknologi 

komunikasi dan informasi 

(TKI) dalam implementasi 

pelayanan

kegiatan pelayanan telah 

didukung oleh TKI namun 

belum cukup dan handal

10% 50 5

Pelayanan yang diberikan 

kepada pengguna telah 

memenuhi kriteria

Pelayanan yang diberikan 

kepada pengguna telah 

memenuhi 3 (tiga) kriteria 

pelayanan

10% 75 7.5

Adanya 

kerjasama/kolaborasi 

dalam bidang 

pelayanan dengan 

pihak lain

ada tidaknya 

kerjasama/kolaborasi dengan 

unit layanan pada instansi lain 

atau pihak ketiga dalam 

memberikan layanan

Telah melakukan kerjasama 

dengan pihak lain/ unit 

layanan lain dalam 

memberikan pelayanan

10% 100 10

Ada/tidak kegiatan 

evaluasi kinerja 

pelayanan

adanya laporan hasil 

monitoring/evaluasi kinerja 

pelayanan secara berkala

Pemerintah Daerah melakukan 

evaluasi kinerja pelayanan 

secara berkala

10% 100 10



Upaya Percepatan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Bobot Parameter 
Pemenuhan (Proksi 

Parameter) 
Variabel Pengukuran Bobot 

Nilai 

Individu

Total

Nilai

Unit pelayanan 

telah berstandar 

internasional

100% Diperolehnya sertifikasi 

unit/bidang pelayanan 

berstandar internasional

Ada tidaknya program untuk

mensertifikasi unit layanan

Pemerintah Daerah memiliki 

program/perencanaan untuk mensertifikasi 

seluruh unit layanan

50% 100 50

Unit pelayanan yang telah 

memperoleh standarisasi 

internasional

Sebagian unit/jenis layanan yang 

diprogramkan memperoleh standarisasi 

internasional

50% 50 25

Terimplementasik

annya metode 

survei kepuasan 

masyarakat yang 

efektif

40% Tersedianya angka 

indeks kepuasan 

masyarakat/pelanggan

Hasil survei kepuasan 

masyarakat

Hasil survei memperoleh kategori mutu 

layanan B (baik)

100% 75 75

Terbangunnya 

sistem 

penanganan 

keluhan, saran 

dan masukan

40% Keberadaan sistem dan 

prosedur penanganan 

keluhan, saran dan 

masukan

Adanya sistem dan prosedur 

penanganan keluhan, saran dan 

masukan dan SOP tersebut 

disosialisasikan kepada 

pelaksana pelayanan dan 

pengguna layanan

Sistem dan prosedur penanganan 

keluhan, saran masukan telah ada, dan 

telah disosialisasikan

50% 100 50

Keluhan, saran, masukan yang 

disampaikan pengguna layanan 

ditindaklanjuti

Seluruh keluhan, saran, masukan yang 

disampaikan pengguna layanan 

ditindaklanjuti/ direspon

50% 100 50

Terbentuknya imej 

positif terhadap 

organisasi 

Pemerintah 

Daerah

20% Terbangunnya strategi 

kehumasan untuk 

peningkatan imej 

organisasi Pemerintah 

Daerah

Ada/tidak strategi peningkatan 

imej organisasi

ada strategi kehumasan terkait 

peningkatan imej organisasi

50% 100 50

Ada/tidak award/penghargaan 

yang diterima oleh unit layanan 

dari pihak lain terkait pemberian 

layanan

Sebagian unit layanan memperoleh award

bidang pelayanan

50% 50 25


